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Asas asas perjanjian

• Asas hukum menurut sudikno mertokusumo
• Pikiran dasar yang melatar belakangi pembentukan

hukum positif. Asas hukum tersebut pada umumnya
tertuang di dalam peraturan yang konkrit, akan tetapi
hanyalah merupakan suatu hal yang menjiawai atau
melatar belakangi pembentukannya. Karena sifat
asas tersebut adalah abstrak dan umum.



ASAS PERJANJIAN 

Asas Konsensualisme
• Perjanjian harus ada kata sepakat kedua belah pihak

karena perjanjian merupakan perbuatan hukum
bersegi dua atau jamak. 

• Keharusan adanya kata sepakat dalam hukum 
perjanjian ini dikenal dengan asas konsensualisme



• Asas Konsensualisme ini ditafsirkan dari pasal 1320 
KUHPerdata, yang menyebutkan kata sepakat
sebagai salah satu kriteria sahnya suatu perjanjian, 
tanpa disebutkan formalitas-formalitas khusus
lainnya. 

• Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai
akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya
kata sepakat. 



• Sedangkan dalam pasal 1329 KUH Perdata tidak
disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata
sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa
setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila
sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari
apa yang diperjanjikan

•• KonsensusKonsensus iniini tidaktidak adaada bilabila terdapatterdapat 33 ((tigatiga)) halhal ((pasalpasal
13211321 KUHPerdataKUHPerdata)) yaituyaitu::
..PaksaanPaksaan ((dwangdwang));;
..KekhilafanKekhilafan ((dwalingdwaling));;
..PenipuanPenipuan ((bedrogbedrog).



• Pengecualian untuk hal tersebut adalah pada
perjanjian formil. Untuk perjanjian formil, bentuk
atau formalitasnya sudah ditentukan oleh undang-
undang atau peraturan lain; dimana formalitas
tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian
tersebut. Apabila formalitas dan syarat-syarat yang 
telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan
lain tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat
menjadi batal. 



Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

• kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan 
pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan 
bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya . 

• Dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa
orang lelluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal
tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang
tidak saja leluasa untuk mebuat perjanjian apa saja, 
bahkan pada umumnya juga diperbolehkan
mengeyampingkan peraturan-peraturan yang termuat
dalam KUH Perdata. Sistem tersebut lazim disebut
dengan sistem terbuka (openbaar system).



• Kebebasan untuk membuat perjanjian yang meliputi:
• Kebebasan untuk menentukan kehendak untuk menutup atau

tidak menutup perjanjian.
• Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan ditutup

suatu perjanjian;
• Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian;
• Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian;
• Kebebasan untuk menetapkan cara penutupan perjanjian.



Asas Mengikat sebagai Undang-undang (pacta sunt
servanda)

• Dalam perjanjiaan terkandung suatu asas kekuatan
mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu
tidak semata-mata terbatas pada apa yang 
diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa
unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan
kepatutan serta moral. 

• Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan
dan kebiasaan yang mengikat para pihak.



• Asas kekuatan mengikat atau asas facta sun 
servanda ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 
ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : 
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. 

• Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk
mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, 
maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian
sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti
undang-undang.



Asas Itikad Baik (Good Faith) 

• Asas itikad baik berasal dari hukum Romawi. 
Di dalam hukum Romawi asas ini disebut
Bonafides. Dalam hukum perjanjian dikenal
asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap
orang yang membuat suatu perjanjian harus
dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik
ini dapat dibedakan atas itikad baik yang 
subyektif dan itikad baik yang obyektif. 

•



• Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat
diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam
melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang 
terletak pada sikap bathin seseorang pada saat
diadakan suatu perbuatan hukum. 

• Sedang Itikad baik dalam pengertian yang obyektif
dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian
yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau
apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.



Asas Itikad Baik (Good Faith) 

• Prof. Mr. P.L. Wry memberikan arti itikad baik dalah hukum 
perjanjian adalah:

• “…. Bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu 
terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, 
tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, 
tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat 
kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat 
kepentingan pihak lain”



Asas Itikad Baik (Good Faith) 
• Prof. Subekti, SH merumuskan itikad baik sebagai berikut:

“Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti 
kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan 
sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan 
tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian 
hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan”.

• Pasal 1338 ayat 3KUHPerdata:
“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”



Asas Itikad Baik (Good Faith) 
• Kesimpulan:

– Itikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan 
manusia yang:

 Jujur;
 Terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan);
 Tulus ikhlas;
 Sungguh-sungguh.



• Fungsi Itikad Baik dalam kontrak.

– Rumusan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, dapat
disimpulkan bahwa itikad baik harus digunakan pada saat
pelaksanaan suatu kontrak. Hal ini berarti bahwa pada
waktu kontrak dilaksanakan, selain ketentuan-ketentuan
yang telah disepakati dalam kontrak yang wajib ditaati oleh
para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-
ketentuan yang tidak tertulis. Jadi, itikad baik berfungsi
menambah (aanvullend) ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak di dalam kontrak.



Asas Kepribadian (personality) 

• Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan
bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau
membuat kontrak hanya untuk kepentingan
perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal
1315 dan Pasal 1340 KUHPer. 

• Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya
seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau
perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” 

• Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan
suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk
kepentingan dirinya sendiri. 



• Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya
berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini
mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat
oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang 
membuatnya. 

• Namun demikian, ketentuan itu terdapat
pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam Pasal
1317 KUHPer yang menyatakan: “Dapat pula 
perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, 
bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, 
atau suatu pemberian kepada orang lain, 
mengandung suatu syarat semacam itu.”



• Pasal ini mengkonstruksikan bahwa
seseorang dapat mengadakan
perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak
ketiga, dengan adanya suatu syarat yang 
ditentukan. 

• Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPer, 
tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri
sendiri, melainkan juga untuk kepentingan
ahli warisnya dan untuk orang-orang yang 
memperoleh hak daripadanya



Asas-asas Hukum Perikatan Nasional
Disamping kelima asas yang telah diuraikan diatas, 
dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang 
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada
tanggal 17 – 19 Desember 1985 telah berhasil
dirumuskannya delapan asas hukum perikatan nasional. 
Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Asas Kepercayaan

• Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap
orang yang akan mengadakan perjanjian akan
memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara
mereka dibelakang hari. 



2. Asas Persamaan Hukum
• Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek

hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, 
hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak
boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun
subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras. 

3. Asas Kesimbangan
• Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua

belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. 
Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan
jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui
kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban
untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. 



4. Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. 
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, 
yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. 

5. Asas Moralitas
• Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan

sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk
menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam
zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan
sukarela (moral). 

• Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk
meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor
yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan
perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) 
sebagai panggilan hati nuraninya. 



6. Asas Kepatutan
Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPer. 
Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi
perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan
berdasarkan sifat perjanjiannya. 
7. Asas Kebiasaan

• Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. 
Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa
yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal
yang menurut kebiasaan lazim diikuti. 



8. Asas Perlindungan
• Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur

dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu
mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini
berada pada posisi yang lemah.

• Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para
pihak dalam menentukan dan membuat suatu
kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. 

• Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan
asas diatas merupakan hal penting dan mutlak harus
diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga
tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan
terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.


